WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ' TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Menimbang:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan  yang  efektif, profesional, dan
berorientasi pada peningkatan kinerja aparatur sipil
negara sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, diperlukan penataan jabatan yang tepat
dan sesuai dengan kebutuhan organisasi

bahwa untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang efektif dan responsif
terhadap perkembangan kebutuhan organisasi serta
peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap peta jabatan di
lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta
adanya kebutuhan penyesuaian formasi jabatan
fungsional di lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin, dipandang perlu untuk melakukan
perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2025 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota +Banjarmasin
Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai
dasar pelaksanaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan



Mengingat:

1.

Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor

18 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi



10.

11.

12.

13.

14.

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
26);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita



Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022
tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun
2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 95);

18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun
2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2025 Nomor 18) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 79
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali
Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peta
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor
79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 18 TAHUN
2025 TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

Pasal |

Mengubah Lampiran Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun
2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 18) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun
2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18
Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 79)
sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasm
pada tanggal © nret cbel

WALI KOT

Diundangkan di Ban_;armasm
pada tanggal

SEKRETARIS DA H KOTA BANJARMASIN,
f

IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR "¢



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR '“ TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 18
TAHUN 2025 TENTANG PETA JABATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN

STAF AHLI BIDANG DIGITALISASI STAF AHLI BIDANG INFRASTRUKTUR,
PEMERINTAHAN, REFORMASI ﬂpmowﬂrwmpﬂﬁmowwwﬂm%omm,m?r SUMBER DAYA AIR, DAN LINGKUNGAN
BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK HIDUP

Kelas 13 Kelas 13 Kelas 13




PETA JABATAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

Inspektur Pembantu Wilayah I

INSPEKTUR
(Kelas 14)
T @ 12)
[ |
| Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan il Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ]
== (Kelas 9) | {Kelas 9) J
Jabata Kis| B | K [-/+ Jabatan Kis| B | K |-/+
Fasilitator Permerintahan 713 5] -2 Fasilitator Pemerintahan 7 1 2] 1
Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 1 0 Pengolah Data dan Informasi 6|0 6] €
Pengolah Data dan Inf 6| 0 5] -5 Pengadministrasi Perkantoran 513 5| -2
_ _ _ _ -
Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektur Pembantu Khusus
(Kelas 12} (Kelas 12) (Kelas 12)
JABATAN FUNGSIONAL
Jabatan Kis| B | K |-/+
Pengawas Penyelenggaraan Urusan 8 6 | 20 -14
Pemerintahan Daerah Ahll Pertama
Pengawas Penyelenggaraan Urusan .
Pemerintahan Daerah Ahli Muda 1| %48 ) W
Pengawas Penyelenggaraan Urusan el7]l71o0
Pemerintahan Daerah Ahli Madya
Auditor Ahli Pertama 8 7|30 |-23
Auditor Ahll Muda 10 | 14| 15| -1 Keterangan :
Auditor Ahli Madya 12 0 5 5 K : Kebutuhan (bersifat Statis)
Pranata Komputer Terampil/ Pranata . . ifat Dinami
_‘zoaoﬁm. Pelaksana 6 11110 B Beretting (bersi 5)
Pranata Komputer Mahir/ Pranata Komputer | ililo
Pelaksana Lanjutan
Arsiparis Terampil 6 0 4 | 4
Arsiparis Mahir 7 0 )
Perencana Ahli Pertama 8 ] 2| -2
Perencana Ahli Muda 0|0 1]-1
Perencana Ahli Madya 1210 11 <1




PETA JABATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BANJARMASIN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVAST DAERAH

(Kelas 14)

DAERAH
_ {keias12)
# 1
{ Kepala Sub Baglan Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Perencanaan | | Kepala Sub Bagian Keuang |
| {Kelas ) (Kelas 9) 11 {Ke'as 9) J
Jabatan Kelas| B | K | +/- Jabatan Kelas | B | K | +/- Jabatan Kelas| B K |+
Penelaah Tekn 7 o)1) penelaah TeknisKebjakan | 7 [ 1] 1] 0 Penelaah Teknis Kebijakan | 7 | 1| 2 | -1
Kebijakan
Pengolah Data da - Penata Layanan Pengolah Data dan 2
iiformas) 6 |12~ pheiainid, 7 1110 nforrissi 6 | 1| 3
Pengadministrasi Pengolah Data dan ) Pengadminstrasi ¥
PariainA s |1|1]0 Informad 6 |0 1] Pt iirtoran 50| 1|
Operator Layanan
Operasional ol i i
(Kelas 11) (Kelas 11) (Kelas 11) (Kelas 11} (Kelas 11)
Jabatan Kelas Jabatan Kelas| B | K |+/-| ! Jabata Kelas| B | K |4/ Jabatan Kelas| B | K |4/- Jabatan Kelas | B | K |+/-
Penelazh Teknis Kebijakan 7 Penelaah Texnis Kebijskan | 7 | 5 | 10 | -5 Penelaah Teknis Kebrakan 7 1 4 |3 Penelzah Teknis Kebijakal 7 (o)1 Penelazh Teknis Kebijakan 7 1011
S Pengoizh Data dan i |Penata Kelcla Sistem dan X Penatz Kelola Sistem dan 9
Pengalah Data dan Informasi | 6 ol 6| 0|4 |4f]| [PanstKeniayanan 7)1 ]1]o0 Telowlog) Infortrat 7 01|2|1 Teknolog! Informas 7] ¢
| |Pengoizh Data dan Informasi | 6 | o | 4 | -4 ﬂwﬂmu&aﬂ 6 [o|1] Pengolah Data dan Informasi 6 o] 22
|
[ JABATAN FUNGSIONAL
Jabatan Kelas| B K_| +f-
Perencana Ahli Pertama 8 2 15 | -13
Perencana Ahll Muda 10| 8| 10| -2
Perencana Ahli Madya 12 ] 0 8 | -8
Penelti Ahli Pertama 8 1 1 0
[Penelti Ahii Muda 9 3 4 | -1
Pranata Komputer Terampid/ .
Pranata Komputer Pelaksana 6 |1 )10 Keterangan, ;
Pranata Komputer Mahir/ Pranata . . .
Komputer Pelaksana Lanjutan 7]1]2[ K =Xebutuhan (bersifat Statis)
Pranata Komputer Penyelia 8 0 1 -1 B : Bezetting (bersifat Dinamis)
Arsiparis Terampil 6 0 1 -1
Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 0 2 -2
Analis Kebijakan Ahll Muda 10| 0 3|3
Analis Kebijakan Ahli Madya 12| 0 2 | -2
Surveyor Pemetaan Terampil 6 0 2 -2
Surveyor Pemetaan Mahir 7] 0 2 | 2
Surveyor Pemetaan Penyella 8 1 2 -1
Surveyor Pemetaan Ahli Pertama 8 1 1 0
Surveyor Pemetaan Ahll Muda 0] 0 1 |1




PETA JABATAN DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN

KEPALA DINAS SOSIAL
(Keles 13)
]
i — (Kelas 12)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Perencanaan Kepala Sub Bagian Keuangan
(Kelas 9) {Kelas 9) _(Kelas 9)
Jabatan Kelas| B K_| +/- Jabatan Kelas| B K |+ Jabatan Kelas| B K | =
Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 1 b | Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 2 1-1 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 2 -1
Penata Layanan Operaslonal 7 1 1 0 Pengolah Data dan Informasi 6 0 2| -2 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3 -2
Pengolah Data dan Informasi 6 0 2 -2 |Pengadministrasi Perkantoran 5 0 1.1 -k Pengadministrasi Perkantoran 5 0 1 -1
Pengadministrasi Perkantoran 5 1 3 2
| |
; @_ . (Kelos 11 ) ~ (Kelas 1y : W.m.«.»ﬁ ;
Jabatan Kelas | B K | +- Jabatan Kelas| B K | +- Jabatan Kelas| B K | +/- Jabatan Kelas| B K | +f-
LR s SehdaTeiobdl. | 7 o |2 | 2 Penata Layanan Operasional 712 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1)3]=2 Penelash Teknis Kebijakan 7lo|2]|-=
Pengolah Data dan Informasi 6 0 4 -4 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 1 0 Fasilitator Bahasa Isyarat 7 0 2| -2 Pengolah Data dan Informasi 6 1 5 -4
Pengadministras! Perkantoran 5 0 2|2 Pengolah Data dan Informasi 6 0 5 ] Pengolah Data dan Informasi 6 {0l W B Pengadministrasi Perkantoran 5 0 2 -2
Pengadministrasi Perkantoran 5 1 3 2 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 3|2
|Pengelola Umum Operasional 3 0]1]1
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN KELAS ] K_| +-
Pekerja Sosial Ahli Pertama 8 4 8 -4
Pekerja Sosial Ahli Muda 10 3 6 3
Pekerja Sosial Ahli Madya 12 0 5 -5
Pranata Komputer Terampil/ Pranata Komputer Pelaksana 6 3 3 0
Pranata Komputer Mahir/ Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan 7 2 2 0 Keterangan :
Penyuluh Sosial Ahll Pertama 8 2 8 6 K : Kebutuhan (bersifat Statis)
Penyuluh Sesial Ahli Muda 10 0 5 =5 B : Beretting (bersifat Dinamis)
Penyuluh Sesial Ahli Madya 12 0 3 -3
Perencana Ahli Pertama 8 0 2 -2
Perencana Ahli Muda 10 0 1 -1
Perencana Ahli Madya 12 0 1 -1




IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PETA JABATAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN

KEPALA DINAS KOPERAS], USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

1

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEPALA SUB BAGIAI
JABATAN FUNGSIONAL {Kelas 9) (Kelas 9) (Kelas 9
Jabatan Fungsional Kis | B| K|-/+
Instruictur Ahil Madya 12 |1 2] Jabata Kis| B| K|+ Jabatan Ks| B | K|+- Jabatan
Instruktur AN Muda 10275 Peneiazh TeknisKebljakan | 7 | 1| 1| 0 Peneizah Teknis Kebijakan 7 | 1| 2| 1| |Penelaah Teknis Kebijakan
Pengelah Data d Pengolah Data dan

Instruktur ARl Pertama g8 27| yriarmias 6|0| 1] Pengolah Data dan Informasi 6| 1| 1|0 hemas

" Pengadministrasi i Z
Instruidur Penyeiia 8 0] 2)-2 Periant 5 0 1]-1 _ Pengadministrasi Perkantoran 5 23 1
Instruktur Pelaksana Lanjutan 7 0| 2]|-2
Instruitur Peiaksana 6 (01| _ _ |
Pengantar Kera AN Madyd N . P - KEPALA BIDANG KOPERAST  KEPALA BIDANG USAHA MIKRO .@Egé%g gg&dﬂﬁz%g
Pengantar Kerja Anii Muda 10 |1]4]-3 (Kelas 11) aﬁl 11) (Kelas 11) (Kelas 11)
Pengantar Kerja Ahll Pertama B |12]|5|-3 _ _ _ L
Mediator Hubungan Industrizl Ahli Madya 12 0| 3)|-3
Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda 10 [2]4]-2 Jabatan Ks| B | K |-+ Jabatan Kis| B| K|+ Jabatan Kis| B | K|+ Jabatan Ks| B | K|~
Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama B |0|6]|-6 Penelaah Teknis Kebijakan 710 2|2 Penelaah Teknis Kebljaken| 7 | 2 | 5| -3 |Penelaah Texnis Kebljakan | 7 | 1 | 6 | -5 Penelaah Teknls Kebijakan 71253
Pranata Komputer Mahir/ Pranata komputer Pengolah Data dan ¥ a
Pelaksana Lanjutan 7 0]1]-1 __ Fasiiitator Perdagangan 71110 Inf: 6|0 1]-t Fasilitator Pemerintahan 7 01 1] Fasiltator Perdagangan 7 1 1|0
Pranata Komputer Terampil/ Pranata komputer Pengelola Layanan Pengolah Data dan :
Pelaksana 6 |0|1] Pengoiah Data dan Informasi 6/0|3|-3 Ocaanadl 6|]2|2]0 Inf : 6|0|1]-1 Pengolah Data dan Informasi 6|0]1]0
pengawas Koperasi Ahll Madya 2 1]3]=2 Pengadministrasi Perkantoran | 5 | 1 | 3 | -2 [Ene slol| 1] M_a_u&.aawﬁm_ s ol 1| |pengacministrasiperkantoran | 5 | 0 | 3| 3
Pengawas Koperasi Ahll Muda 10286
Pengawas Koperasi Ahli Pertama B |5(11]|6
Pengembang Kewirausahaan Anil Pertama 8 | 2|15(-13 Kepala Unit Pelaksana Teinis Daerah Balai Latihan Kerja

gembang Kewirausahaan Ahii Muda 101109 (Kelas 9)
bang Kewirausahaan Ahli Madya 12 1|24 _

Arsiparis Terampil 6 |0]1]|- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teinis Daerah Balai Latihan Kerja Keterangan :
Analis Kebijakan Ahl Pertama B |Oo]1]-1 {Kelas 8) K : Kebutuhan (bersifat Statis)
Anals Kebijakan Ahll Muda 10 (0] 1]-1 B : Beretting (bersifat Dinamis)
Perencana Ahli Pertama 8 0| 2]|-2 Jabatan Kis B K o+
Perencana Ahll Muda 10 0| 1] Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 5 -5
Perencana Ahli Madya 12 10| 1]-1 Pengolah Data dan Informasi ] o 3 -3




PETA JABATAN DINAS KOMUNIKAST, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

(Kelas 14

[ 1
Jabatan Fungsional Kepala Sub Baglan Umum dan Kepegawalan Kepala Sub Baglan Perencanaan Kepala Sub Baglan Keuangan
Jabatan (Kelas 9) (Kelas 9) (Kelas 9)
Pranata Komputer Ahll Madya
Pranata Komputer Ahll Muda Jabatan K Jabatan Kelas| B K | #/- Jabatan Kelas| B K
Pranata Komputer Al Pertama Peneiaah Teln's Kebijakan Penelash Teknis Kebiiakan 7|22 Penciadn Teknis
Pranata Komputer Peryelia Pengalah Data dan Informasi 0 Pengolah Data dan Informasi ﬂﬂuoE Data dan
| Komputer Mahir/ Pranata Komputer Pelaksa } ash
”w_ﬂﬂw_._ i o orp e Pengadministras! Perkantoran ”ﬁﬁ”ﬂ
T ] Komputer :
mﬁfé Komputer Terampil/ Pranata Komputer . i
Seatistisi Ahl Pertama
Statistisi Ahl Muda
Statistisi Ahb Madya
Pranata Hubungan Masyaraiat Ahli Pertama
| Pranata Hubungan Masyaraiat Ahll Muda
Pranata Hubungan Masyaraiat Ahll Madya
Arsiparis Terampil
Arsiparis Mahir
Sandiman Ahll Madya
Sandiman Ahll Muda
Sandiman Ahl Pertama
Manggala Informatika Ahll Muda
Manggata Informatika Ahll Pertama
Perencana Ahll Pertama
Perencana Ahll Muda
v (Kelas 11) IS W ]| ¥
|
Jabatan Kelas | B | K | +/- Jabatan Kelas Jabatan Kelas K / erangan :

Penata Kelola Sistem dan Penata Kelola Sistem dan Teknolog: Penata Kelola Sistem dan . : Kebutuhan

Teknolog: Informasi Informasi Texnologi Informasi Penclish Telalls Keijpia 3 K (bersifat Seatis)

Penelash Teknis Kebijaian Penelazh Teknis Kebijakan 7 l1]3]=2 Penelaah Tekn's Kebijakan Pengoizh Data dan Informas! 7 ﬂ”ﬂhﬂw&i

Pengolah Data dan Informasi Pengelola Layanan Operasional Pengelah Data dan Informasi 6 s X Q 3 3

Pengelota Layanan Operasional Pengolah Data dan Informasi ] 0|6 -6 Pengeiola Layanan Operasional 6 Pengelola Slaran 2

Operator Layanan Operasional Pengadministrasi Perkantoran 5 o Pengelola Layanan O 6 0

Pengadministrasi Perkantoran 5




PETA JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAX

(Kelas 14 |
......................................... [ Kepaa Sub Bagian Perencanasn
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